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ABSTRAK 

Sebagai penyelenggara e-Procurement atau biasa disebut pengadaan secara elektronik 

maka LPSE Kabupaten Murung Raya harus memberikan pelayanan prima terhadap 

pengguna layanan pengadaan secara elektronik, sebuah kehormatan sekaligus amanat dan 

tugas berat yang harus dipikul dengan sungguh-sungguh dan hati penuh keikhlasan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelayanan pengadaan secara elektronik di 

Kabupaten Murung Raya dan untuk mengetahui aspek-aspek yang mendorong dan 

menghambat kualitas pelayanan pengadaan secara elektronik di Kabupaten Murung Raya. 

Fokus penelitian ini adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya Bagian 

Administrasi Pembangunan yang menjadi ketua pelaksana layanan pengadaan secara 

elektronik (LPSE) dan penyedia barang dan jasa di Kabupaten Murung Raya. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif yang bersifat eksploratif. Subyek 

dalam penelitian ini terdiri dari 2 (Dua) bagian informan utama. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan pengadaan secara elektronik di 

Kabupaten Murung Raya dapat dikategorikan belum optimal. Walau terdapat beberapa 

dimensi kualitas pelayanan yang dinilai sudah optimal. Faktor yang menghambat kualitas 

pelayanan yang belum optimal perlu adanya perbaikan dan pengoptimalan diberbagai 

dimensi pelayanan agar kualitas pelayanan tersebut semakin meningkat. 
 

Kata Kunci : Pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, kualitas 

pelayanan. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Salah satu bentuk pelayanan publik berbasis e-government adalah Elektronic 

Procurement (e-Procurement) yang mengkhususkan perdagangan pada pengadaan 

barang/jasa. E-Procurement yakni proses pengadaan barang atau jasa pemerintah 

yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis situs atau internet 

dengan memanfaatkan fasilitas teknologi dan informasi yang diselenggarakan oleh 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Penyelenggaraan e-Procurement 

dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dikatakan telah berhasil apabila sudah 

memenuhi dimensi-dimensi keberhasilan antara lain indicator kualitas pelayanan 

publik dan kepuasan pengguna jasa serta tujuan utama dari dilaksanakannya e- 

Procurement itu sendiri. Dimensi kualitas pelayanan publik yang sesuai untuk 

menilai keberhasilan pelaksanaan e-Pocurement yakni tangible, assurance, 

transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektiveness dan responsiviness. 
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Pengadaan barang dan jasa tanpa e-procurement telah mengakibatkan 

penyalahgunaan anggaran Negara mencapai 10-50 persen. Angka ini sebenarnya 

bisa ditekan melalui penggunaan teknologi informasi terutama e-procurement. 

Penggunaan e-procurement menjadi tantangan karena praktik KKN yang mengakar 

kuat dalam praktik pengadaan barang dan jasa. Hal ini dipertegas oleh (Fathul 

Wahid, 2009) yang menjelaskan bahwa pengembangan LPSE pada tahap awal baru 

diselenggarakan  di  beberapa  tempat  saja.  Misi  akhir  dari penerapan e- 

procurement ini adalah bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di 

pemerintahan dan bagaimana caranya memanfaatkan teknologi informasi agar tidak 

banyak membuang buang waktu dan biaya (Indrajit dkk, 2002) 

E-procurement dapat menjadi instrument untuk mengurangi tindakan KKN 

karena melalui e-procurement lelang menjadi terbuka sehingga akan muncul 

tawaran-tawaran yang lebih rasional. Bahkan mereka juga yang tidak berada dalam 

jaringan pun bisa terlibat. Meskipun menurut Fathur Wahid tidak terhindari adanya 

“permainan-permainan” pula dalam praktik e-procurement. Penggunaan e- 

procurement secara rasional dapat menghemat anggaran 20-40 %. Selain itu e- 

procurement dapat menghemat 50 % anggaran untuk kontrak kecil dan 23 % untuk 

kontrak besar (Republika, 21 Juni 2009). 

Selain itu ada sisi negative yang biasa ditimbulkan dalam pengadaan barang 

dan jasa yang sering terjadi tanpa e-procurement atau menggunakan system manual 

antara lain : pertama, tender arisan dan adanya kickback pada proses tender; kedua, 

suap untuk memenangkan tender; ketiga, proses tender tidak transparan; keempat, 

supplaier bermain mematok harga tertinggi (mark up); kelima, memenangkan 

perusahaan saudara, kerabat atau orang-orang partai tertentu; keenam, 

pencantuman spesifikasi teknik hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha 

tertentu; ketujuh, adanya almamater sentris; kedelapan, pengusaha yang tidak 

memiliki administrasi lengkap dapat ikut tender bahkan menang; kesembilan, 

tender tidak diumumkan; kesepuluh, tidak membuka akses bagi peserta dari daerah 

(Sucahyo dkk, 2009). 

Kabupaten Murung Raya sebagai salah satu daerah otonomi dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan baru dimekarkan berdasarkan Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 2002 sedangkan untuk layanan pengadaan secara elektronik baru 

di launcing pada awal tahun 2013, ini berarti pemerintah Kabupaten Murung Raya 

berkomitmen penuh terhadap peraturan kepala LKPP Nomor 03 tahun 2010 tentang 

pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 

Sebagai penyelenggara e-Procurement atau biasa disebut pengadaan secara 

elektronik maka LPSE Kabupaten Murung Raya harus memberikan pelayanan 

prima terhadap pengguna layanan pengadaan secara elektronik, sebuah kehormatan 

sekaligus amanat dan tugas berat yang harus dipikul dengan sungguh-sungguh dan 

hati penuh keikhlasan, lebih-lebih dengan perkembangan ilmu dan teknologi dalam 

bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Maka LPSE dituntut lebih keras lagi 

berusaha meningkatkan kinerjanya secara professional dalam memberikan 

pelayanan terhadap pengguna layanan e-Procurement sehingga tercipta kepuasan 

yang dirasakan oleh pengguna layanan tersebut. 

Permasalahan dalam pelaksanaan e-procurement pada pengadaan barang dan 

jasa di Kabupaten Murung Raya yaitu : 
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1. Sumber Daya Manusia dalam organisasi layanan pengadaan secara eletronik 

(LPSE) Kabupaten Murung Raya masih kurang kapasitas dan kemampuannya 

dalam pengelelolaan system teknik informatika. 

2. Lambatnya pemberian respon atau jawaban terhadap pertanyaan dalam 
layanan Tanya jawab. 

3. Perangkat (server) yang digunakan untuk koneksi lambat dimana sering 

terjadi gangguan yang menyebabkan beberapa layanan sulit diakses oleh 

pengguna layanan 

4. Tidak ada sosialisasi langsung kepada penyedia barang/jasa 
 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pelaksanaan penelitian tesis ini adalah menganalisis dan 

mendiskripsikan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di 

Kabupaten Murung Raya 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pelayanan publik yang dimaksud dalam Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 

2003 (Menpan, 2003:2) adalah “segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sejalan 

dengan Rancangan Undang-undang pelayanan publik (Republik Indonesia, 2007:2) 

memaknai bahwa “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga 

Negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.” 

Ada tiga fungsi pelayanan umum (publik) yang dilakukan pemerintah yaitu 

environmental service, development service dan protective service. Pelayanan oleh 

pemerintah juga dibedakan berdasarkan siapa yang menikmati atau menerima 

dampak layanan baik individu maupun kelompok. Konsep barang layanan pada 

dasarnya terdiri dari barang layanan privat (private goods). Berdasarkan jenisnya 

pelayanan yang diberikan dapat di bagi menjadi 2, yakni Pelayanan Prima dan 

Pelayanan Standar. 

Melengkapi uraian tersebut, ada beberapa pengertian pelayanan publik 

menurut Dwiyanto bahwa “Pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai 

serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat “(Dwiyanto, 2005:141). Oleh karena itu, pelayanan publik 

merupakan serangkaian aktifitas yang diberikan oleh suatu organisasi atau birokrasi 

publik untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. 

Pelayanan umum merupakan kegiatan yang diberikan oleh seseorang atau 

sekelompok dengan landasan melalui system atau prosedur yang telah ditentukan 

untuk usaha memenuhi kepentingan masyarakat. Pelayanan umum harus 

mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, karena pelayanan 

umum berfungsi memenuhi kepentingan masyarakat umum yang membutuhkan 

pelayanan. 

Pelayanan yang di berikan kepada masyarakat harus sesuai dengan 

kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan tersebut. 
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Pelayanan yang di berikan kepada masyarakat harus sesuai dengan keinginan atau 

aspirasi masyarakat dan sesuai dengan harapan dan kebutuhan yang diinginkan oleh 

masyarakat. 

Pelayanan publik menurut beberapa uraian di atas, maka pelayanan publik 

dapat disimpulkan sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuuhan masyarakat oleh 

penyelenggara pemerintah. Pelayanan publik juga merupakan serangkaian atau 

sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah atau birokrasi publik untuk 

memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena pemerintah dan 

Negara didirikan oleh masyarakat atau publik dengan tujuan agar dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Implementasi kebijakan langkah pertama dilakukan adalah merumuskan 

terlebih dahulu program-program yang dimaksudkan, dimana hal ini sejalan dengan 

yang di ungkapkan oleh Mazmanian dan Sabatier yang dikutip oleh Joko Widodo 

dalam bukunya yang berjudul Good Governance Telaah dari Dimensi: 

Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah 

yaitu: 

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu 

program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha-usaha 

untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada 

masyarakat atau kejadian-kejadian” (Dalam Widodo, 2001:192) 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 

jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Yang 

menjadi pertanyaan adalah ciri-ciri atau atribut-atribut apakah yang ikut 

menentukan kualitas pelayanan publik tersebut. Ciri-ciri atau atribut-atribut 

tersebut menurut Tjiptono (1996 : 21) yaitu antara lain : 1) Ketepatan waktu 

pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses, 2) Akurasi pelayanan, 

yang meliputi bebas dari kesalahan, 3) Kesopanan dan keramahan dalam 

memberikan pelayanan, 4) Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya 

banyaknya petugas yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti 

komputer, 5) Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, 

ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-lain, dan 6) 

Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-AC, kebersihan dan 

lain-lain. 

Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan 

oleh aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yang menunjukkan apakah suatu 

pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk. Zeithaml (dalam 

Arbain, dkk, 2011:17) mengemukakan dalam mendukung hal tersebut, ada 10 

(sepuluh) dimensi yang harus diperhatikan dalam melihat tolok ukur kualitas 

pelayanan publik, yaitu 1) Tangible, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil 

dan komunikasi, 2)Realiable, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam 

menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat, 3)Responsiveness, kemauan 

untuk membantu konsumen bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan yang 

diberikan, 4) Competence, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan ketrampilan 

yang baik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan, 5) Courtesy, sikap atau 

perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan konsumen serta mau 

melakukan kontak atau hubungan pribadi, 6)Credibility, sikap jujur dalam setiap 



Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2017 

Politeknik Negeri Banjarmasin 

ISSN Cetak : 2541-6014 

ISSN Online : 2541-6022 

Hak Penerbitan Politeknik Negeri Banjarmasin 

81 

 

 

 

 

upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat, 7) Security, jasa pelayanan yang 

diberikan harus bebas dari berbagai bahaya dan resiko, 8)Access, terdapat 

kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan, 9) Communication, 

kemauan pemberi pelayanan untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi 

pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada 

masyarakat, 10)Understanding the customer, melakukan segala usaha untuk 

mengetahui kebutuhan pelanggan. 

Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri public accuntability, dimana 

setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang 

mereka terima. Adalah sangat sulit untuk menilai kualitas suatu pelayanan tanpa 

mempertimbangkan peran masyarakat sebagai penerima pelayanan dan aparat 

pelaksana pelayanan itu. Evaluasi yang berasal dari pengguna pelayanan, 

merupakan elemen pertama dalam analisis kualitas pelayanan publik. Elemen 

kedua dalam analisis adalah kemudahan suatu pelayanan dikenali baik sebelum 

dalam proses atau setelah pelayanan itu diberikan. 

Adapun dasar untuk menilai suatu kualitas pelayanan selalu berubah dan 

berbeda. Apa yang dianggap sebagai suatu pelayanan yang berkualitas saat ini tidak 

mustahil dianggap sebagai sesuatu yang tidak berkualitas pada saat yang lain. Maka 

kesepakatan terhadap kualitas sangat sulit untuk dicapai. Dalam hal ini yang 

dijadikan pertimbangan adalah kesulitan atau kemudahan konsumen dan produsen 

di dalam menilai kualitas pelayanan 

 

Karangka Penelitian 
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METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang 

didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman 

yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia 

(Catherine Marshal, 1995). Menurut Meleong, mendefinisikan bahwa penelitian 

kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu 

fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses 

interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti 

(Herdiansyah, 2010: 9). 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor layanan pengadaan secara elektronik 

Pemerintah Kabupaten Murung Raya Kota Puruk Cahu Provinsi Kalimantan 

Tengah. Penelitian ini sumber data utama yang digunakan adalah data primer, yakni 

berupa kata-kata lisan baik yang bersumber dari wawancara mendalam dengan 

informan penelitian. Selain itu ditambah dengan dukungan data sekunder, yakni 

berupa data dari dokumenter. Menurut Bogdan dan Tylor (1975) bahwa sumber 

data dalam pendekatan kualitatif dapat berupa bukti-bukti bagi kasus yang berasal 

dari dokumen, rekaman arsip,wawancara, observasi langsung, observasi pameran 

dan perangkat fisik. 

Sampel dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel berdasarkan teori 

atau berdasarkan konstruk operasional (theorybased/operational construct 

sampling). Sampel dipilih dengan kriteria tertentu, berdasarkan teori atau konstruk 

operasional sesuai studi-studi sebelumnya atau sesuai dengan tujuan penelitian. Hal 

ini dilakukan agar sample sungguh-sungguh mewakili bersifat representative 

terhadap fenomena yang dipelajari. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif 

kualitatif. Untuk menganaliss data pada penelitian ini adalah dengan melalui tiga 

tahapan yaitu Reduksi data, Penyajian data dan Menarik kesimpulan. Sedangkan 

untuk menjaga kredibilitas data dilakukan dengan tiga cara yaitu Perpanjangan 

pengamatan, Meningkatkan ketekunan dan Trianggulasi. 

 

HASIL PENELITIAN 

Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa 

secara elektronik di Kabupaten Murung Raya yang diberikan oleh LPSE, perlu ada 

kriteria yang menunjukkan apakah suatu pelayanan publik yang diberikan dapat 

dikatakan baik atau buruk. Menurut Tjiptono (1996:21) ada 6 (enam) dimensi yang 

harus diperhatikan dalam melihat tolak ukur kualitas pelayanan publik, yaitu 

sebagai berikut : 

Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses. 

Sebagai pihak yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan terkait 

pengadaan barang/jasa secara elektronik, LPSE diharapkan dapat memenuhi 

ketepatan waktu pelayanan yang meliputi lamanya waktu tunggu dan waktu proses 

pelayanan sesuai jenis layanan yang diberikan kepada pengguna jasa. Dan 

berdasarkan hasil penelitian, dinilai dari kecepatan proses pelayanan yang 

diberikan, kemudahan dalam pengajuan permohonan layanan dan kepuasan dari 

pengguna jasa terhadaplayanan yang diberikan maka dapat dikategorikan bahwa 

ketepatan waktu pelayanan oleh pihak LPSE sudah cukup baik. Hanya saja yang 
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menjadi kendala dalam ketepatan waktu pelayanan yang diberikan yaitu gangguan 

pada jaringan perangkat (server), seperti koneksi sambungan internet yang lambat 

sehingga menyebabkan beberapa layanan sulit diakses dengan cepat. Namun hal ini 

sudah diatasi dengan baik oleh pihak LPSE dengan tetap memproses permohonan 

sesuai jenis layanan dan hasilnya nanti diinformasikan kepada pengguna jasa 

melalui telpon, sms maupun email. 

 

Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan. 

Akurasi pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan publik, maka pelayanan 

yang diberikan harus bebas dari kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan hal- 

hal teknis, misalkan kesalahan dalam mendaftar online, bermasalah dalam upload 

data ke sistem. Hal ini sebenarnya masih dapat dianggap wajar, tetapi sebagai 

konsumen (pelanggan) yang ingin mendapat pelayanan yang terbaik seharusnya 

setiap kesalahan hendaknya dapat dikurangi bahkan tidak terdapat kesalahan 

sedikitpun. Demikian harapan dari sebagian besar masyarakat selaku pengguna 

jasa. Dan berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pelayanan yang 

diberikan oleh pihak LPSE sudah cukup memenuhi harapan masyarakat. Hal ini 

terlihat dari penanganan masalah dan pemberian layanan dengan sewajarnya telah 

dilakukan agar tidak terjadi misunderstanding di kemudian hari. Namun dalam 

pemberian pelayanan tersebut masih belum ada SOP yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Kabupaten Murung Raya sendiri yang merupakan turunan dari SOP 

layanan pengadaan barang/jasa dari LKPP. Hal ini menjadi penting agar pelayanan 

yang diberikan juga tidak over service sehingga tidak mengindahkan norma dan 

etika dalam pengadaan barang/jasa. 

 

Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan. 

Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan merupakan bagian 

penting dan menjadi dambaan bagi setiap orang sebagai pengguna jasa pelayanan. 

Aparat sebagai petugas pemberi layanan harus memahami betul keinginan dari para 

pelanggan.Terkait dengan hal tersebut, kesopanan dan keramahan dalam 

memberikan pelayanan sudah dipahami dan diterapkan oleh petugas LPSE 

Kabupaten Murung Raya. Sebagaimana hasil penelitianyang didapat bahwa 

masyarakat pengguna pelayanan yang datang untuk mendapatkan pelayanan pada 

LPSE Kabupaten Murung Raya sudah merasa sangat senang dan puas ketika 

mereka datang untuk mendapatkan pelayanan mereka dilayani dengan sikap yang 

sopan dan ramah.Dari aspek ini dapat dikatakan bahwa petugas telah memberikan 

pelayanan yang berkualitas. 

 

Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang 

melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer. 

Salah satu penilaian lainnya yang menentukan kualitas pelayanan publik yaitu 

dengan melihatkemudahan pengguna jasa dalam mendapatkan pelayanan, misalnya 

banyaknya petugas yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti 

komputer. Dan berdasarkan hasil penelitian, pihak LPSE Kabupaten Murung Raya 

sudah memberikan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kepada pengguna 

jasa, dimana ketika pelayanan yang diberikan secara online terkendala maka 
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pelayanan dapat diberikan secara langsung di Kantor LPSE. Hal ini tentunya 

menunjukkan kepedulian pihak LPSE dalam memberikan pelayanan secara 

maksimal kepada pengguna jasa. Ini merupakan salah satu indikator pelayanan 

yang penting yaitudengan memberikan respon dan kepedulian oleh aparat terhadap 

kemudahan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan bagi masyarakat. 

 

Kenyamanan mendapatkan pelayanan berkaitan dengan lokasi, ruang 

pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-lain. 

Fasilitas yang mendukung pelayanan dan memberi kenyamanan bagi para 

pelanggan/pengguna jasa pada suatu unit pelayanan umum sebagai salah satu 

penentu kualitas pelayanan diantaranya adalah lokasi, ruang pelayanan, tempat 

parkir, ketersediaan informasi, toilet dan lain-lain. Dan dari hasil penelitian pada 

LPSE Kabupaten Murung Raya dapat dilihat bahwa lingkungan pelayanan sudah 

teratur, tersedianya ruang sekretariat LPSE, ruang pelatihan, bidding room, tempat 

parkir yang nyaman. Selain kelengkapan sarana prasarana yang disediakan untuk 

memberikan kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, juga ditekankan 

kelengkapan administrasi sehingga akan mempermudah dalam proses penyelesaian 

setiap urusan pelayanan sehinggadiperoleh data yang benar. 
 

Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-AC, 

kebersihan dan lain-lain. 

Atribut pendukung pelayanan lainnya yang menentukan kualitas pelayanan 

publik yaitu seperti ruang tunggu ber-AC, kebersihan dan lain-lain. Pada LPSE 

Kabupaten Murung Raya bahwa atribut pendukung pelayanan bahwa dapat 

digambarkan sudah baik, dimana pada setiap ruangan pelayanan LPSE seperti 

ruang sekretariat, ruang pelatihan, bidding room (ruang verifikator) sudah 

dilengkapi dengan pendingin udara (AC), juga ketersediaan LCD dan layar pada 

ruang pelatihan serta kerapian dan kebersihan sehingga selain untuk mendukung 

pelayanan juga merupakan aspek yang memberikan kenyamanan kepada pengguna 

jasa di Kantor LPSE Kabupaten Murung Raya. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Ketepatan waktu pelayanan LPSE sudah cukup baik, yaitu dengan 

memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan pelayanan 

melalui percepatan waktu tunggu dan waktu proses pada setiap jenis 

pelayanan, serta tetap memberikan pelayanan yang tepat waktu dan 

memuaskan walaupun terkendala pada gangguan jaringan perangkat 

(Server). 

2. Akurasi pelayanan LPSE sudah cukup baik dimana masyarakat yang 

dilayani diarahkan sesuai dengan prosedur yang tepat sehingga 

pelayanan akan terasa tepat juga. Penanganan masalah dan pemberian 

layanan dengan sewajarnya juga telah dilakukan yaitu baik secara online 

maupun offline agar tidak terjadi misunderstanding di kemudian hari. 

Belum adanya SOP yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Murung 

Raya yang diturunkan dari SOP layanan pengadaan barang/jasa dari 
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LKPP menjadi penting untuk dibuat agar pelayanan yang diberikan tidak 

over service sehingga tidak mengindahkan norma dan etika dalam 

pengadaan barang/jasa. 

3. Kesopanan dan keramahan pihak LPSE dalam memberikan pelayanan 

dinilai sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan telah dipahami dan 

diterapkannya kesopanan dan keramahan oleh aparat/petugas LPSE 

dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa. Dan pelayanan 

yang diberikan dipersepsikan oleh pengguna jasa sebagai pelayanan yang 

tetap sopan dan ramah tanpa harus diberikan imbalan. Karena kesopanan 

dan keramahan merupakan bagian penting dan menjadi dambaan bagi 

setiap orang sebagai pengguna jasa pelayanan dalam mendapatkan 

pelayanan. 

4. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan pada LPSE Kabupaten 

Murung Raya dinilai sudah cukup baik, dimana dengan memberikan 

respon dan kepedulian atas kebutuhan akan pelayanan bagi pengguna 

jasa yaitu dengan memberikan pelayanan bisa melalui situs milik LPSE 

Kabupaten Murung Raya atau secara langsung di kantor LPSE Murung 

Raya pada jam kerja. 

5. Kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan pada LPSE Kabupaten 

Murung Raya dinilai sangat baik, dimana sudah didukung dengan 

kelengkapan sarana prasarana yang disediakan untuk menciptakan 

kenyamanan dalam memperoleh pelayanan. 

6. Atribut pendukung pelayanan pada LPSE sudah sangat baik, dimana 

selain tersedia sarana prasarana yang lengkap juga didukung ketersediaan 

atribut pendukung lainnya seperti pendingin udara (AC) pada setiap 

ruangan, ketersediaan LCD dan layar pada ruang pelatihan serta 

kebersihan ruangan sehingga selain untuk mendukung pelayanan juga 

merupakan aspek yang memberikan kenyamanan kepada pengguna jasa 

di Kantor LPSE Kabupaten Murung Raya. 
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